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Abstrak: Teknologi dompet elektronik seperti DANA yang dikembangkan oleh PT. Espay Debit Indonesia Koe (EDIK) 

memberikan kemudahan bertransaksi non-tunai, namun risiko kebocoran dan peretasan data pribadi tetap ada, terbukti 

dengan banyaknya pengaduan dari pengguna yang kehilangan dana tanpa penyelesaian yang jelas. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan 

pendekatan kasus untuk menganalisis norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dalam 

hal ini PT. Espay Debit Indonesia Koe bertanggung jawab atas kebocoran dana konsumen apabila terbukti lalai, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Penyelenggara Fintech dikategorikan sebagai pengendali data pribadi 

yang wajib menjaga kerahasiaan data menurut Pasal 36 UU PDP. Konsumen yang mengalami kerugian berhak menuntut 

ganti rugi. Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen di Indonesia. Secara spesifik, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk 

memberikan ganti rugi kepada konsumen atas segala kerugian, pencemaran, atau kerusakan yang diakibatkan oleh 

penggunaan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkannya. Ganti rugi ini dapat berupa berbagai bentuk, 

termasuk pengembalian uang tunai, penggantian barang atau jasa dengan jenis atau nilai yang sama, perawatan 

kesehatan, atau ganti rugi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 

23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Aplikasi DANA sendiri menyatakan bahwa aplikasi ini dapat memulihkan 

saldo yang hilang jika terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Kata kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Pelanggaran Data, Kerugian Konsumen 

 

Abstract: This study discusses corporate responsibility and legal protection for 

consumers regarding fund leaks in the DANA e-wallet application. Electronic wallet 

technology, such as DANA developed by PT. Espay Debit Indonesia Koe (EDIK), 

provides the convenience of non-cash transactions, but the risk of personal data leaks and 

hacking remains, as evidenced by the many complaints from users who have lost funds 

without a clear resolution. This study uses a normative juridical research type with a 

statute approach, a conceptual approach, and a case approach to analyze applicable legal 

norms. The results of the study indicate that corporations, in this case PT. Espay Debit 

Indonesia Koe, are responsible for the leakage of consumer funds if proven negligent, as 

regulated in Article 1366 of the Civil Code. Fintech organizers are categorized as personal 

data controllers who are obliged to maintain data confidentiality according to Article 36 

of the PDP Law. Consumers who experience losses have the right to demand 

compensation. Legal protection for consumers is governed by law No. 8 of 1999 

concerning Consumer Protection in Indonesia. Specifically, Article 19 paragraph 

(1) states that business actors are responsible for compensating consumers for any 

damages, contamination, or losses resulting from the use of goods and/or services they 

produce or trade. This compensation can take various forms, including cash refunds, 

replacement goods or services of similar type or value, health care, or other compensation 

according to prevailing laws, as per Article 23 of the Consumer Protection Law. The 

DANA app itself states that it can recover lost balances if breached by an irresponsible 

party. 
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Pendahuluan 

Perkembangan teknologi bertumbuh secara cepat, dengan berbagai inovasi yang terus 

bermunculan, salah satunya adalah dompet elektronik. Dompet elektronik telah menjadi 

alat transaksi yang sangat berpengaruh dalam kemajuan dunia digital, terutama dalam 

transaksi jarak jauh. Di Indonesia, banyak aplikasi dompet elektronik yang tersedia, salah 

satunya adalah DANA, yang dikembangkan oleh PT. EspayDebit Indonesia Koe (EDIK). 

Dengan adanya Dompet digital memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa 

uang tunai (cardless), dan juga konsumen yang menggunakan aplikasi tersebut berpikiran 

bahwa tidak perlu lagi repot repot menyimpan uang di bank atau mbanking yang ada 

potongan tiap bulannya karna di aplikasi Dana tidak memiliki potongan perbulannya 

(Sanidia, 2024 

Walaupun aplikasi DANA menawarkan Tingkat keamaanan yang sangat tinggi tetapi 

resiko kebocoran data pribadi atau peretasan tetap ada, contohnya banyak sekali para 

pengguna aplikasi DANA tersebut yang mengadu atau mengeluhkan di sosial media telah 

kehilangan sejumlah uang dan tidak ada titik terang dari penanggung jawab aplikasi 

DANA tersebut yaitu PT. EspayDebit Indonesia Koe. Menurut Pemerintah Indonesia 

melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK No. 22 Tahun 2023 sebagai 

regulasi utama dalam melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. 

Peraturan ini menyempurnakan ketentuan sebelumnya yang tercantum dalam POJK No. 

6/POJK.07/2022. Dengan adanya POJK terbaru ini, OJK berupaya untuk memperkuat posisi 

konsumen dan masyarakat agar lebih berdaya, mendorong pelaku usaha jasa keuangan 

(PUJK) untuk lebih bertanggung jawab, mewujudkan stabilitas dan keberlanjutan sistem 

keuangan nasional, serta melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen secara 

menyeluruh (OJK, 2016). 

Dalam penggunaan aplikasi DANA, perlindungan data pribadi adalah tanggung 

jawab bersama. Pengguna harus aktif menjaga data mereka, sementara penyelenggara 

diwajibkan untuk melindungi data konsumen, memastikan pengelolaannya aman, dan 

hanya menggunakan data dengan persetujuan eksplisit dari pemiliknya, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik 

harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik data, kecuali diatur lain oleh peraturan 

perundang-undangan. Dalam konteks fintech, penyelenggara fintech dikategorikan 

sebagai pengendali data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) karena mereka mengelola berbagai informasi 

konsumen yang berkaitan dengan transaksi keuangan.  proses, yang krusial sebagai fondasi 

hukum yang kokoh untuk melindungi privasi individu di ranah transaksi fintech.  

Meskipun regulasi ini telah ditetapkan, marak terjadi pelanggaran keamanan data 

yang menyebabkan pertanyaan mengenai tanggung jawab penyelenggara fintech. 

Maraknya kebocoran data pribadi, terutama dalam sistem elektronik fintech, memunculkan 

perdebatan mengenai sejauh mana tanggung jawab perusahaan penyedia layanan 

keuangan berbasis teknologi dalam menjaga keamanan informasi konsumennya (Dwi, 

2022). 
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Berdasarkan urgensi yang diuraikan pada latar belakang ini, maka penulis akan 

mengangkat judul penelitian “Kajian Yuridis Tanggung Jawab Korporasi Atas Kebocoran 

Dana Milik Konsumen Pada Aplikasi Dana” Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab 

dari korporasi PUJK dan juga mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas 

kebocoran data yang terjadi, yang memiliki rumusan masalah yakni, bagaimana 

pertanggungjawaban korporasi atas kebocoran dana milik konsumen pada aplikasi 

DANA? dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas kebocoran dana milik 

konsumen pada aplikasi DANA? 

Metodologi 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis 

normatif yang menitikberatkan pada analisis secara mendalam terhadap norma-norma 

hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen 

dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini didasarkan pada dua pendekatan utama, 

yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) yang digunakan untuk mengkaji 

regulasi yang berlaku, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berfungsi 

untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari masalah penelitian dan untuk 

memahami konsep-konsep hukum yang relevan). Dalam pendekatan perundang-

undangan, fokusnya adalah pada pemeriksaan mendalam terhadap setiap peraturan dan 

regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas, untuk memahami 

kerangka hukumnya.Pendekatan ini terutama bermanfaat ketika penulis menghadapi 

situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan masalah 

konkret yang dihadapi dalam penelitian.  

Dengan memadukan pendekatan undang-undang untuk memahami kerangka 

hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mendalami aspek teoritis dan 

konseptual dari permasalahan, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman 

yang lengkap dan solusi yang mendalam terhadap isu hukum yang diteliti. Dalam 

pelaksanaannya, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kasus (case approach), sebuah 

metode yang secara khusus mempelajari bagaimana norma-norma hukum 

diimplementasikan dalam praktik hukum sebenarnya. 

Hasil dan Pembahasan 

Pertanggung jawaban korporasi atas kebocoran dana milik konsumen pada aplikasi 

DANA 

Aplikasi e-wallet seperti DANA pada dasarnya memiliki fungsi yang serupa dengan 

layanan mobile banking, yaitu sebagai sarana transaksi keuangan digital yang cepat dan 

praktis. Aplikasi ini juga menjanjikan berbagai fitur keamanan untuk melindungi data 

pribadi dan dana milik pengguna. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan 

berbagai kasus kebocoran data maupun dana yang dialami oleh para pengguna. Fenomena 

ini menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas sistem keamanan yang diterapkan oleh 

penyedia layanan, serta menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab korporasi 

dalam melindungi hak-hak pengguna. 
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Regulasi dan pelanggaran merupakan dua hal yang saling berkaitan erat sebab 

menyangkut aspek tanggung jawab perorangan. Pertanggung jawaban biasanya muncul 

sebagai konsekuensi dari tindakan yang menyimpang atau melanggar aturan yang berlaku, 

baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen. Tanggung jawab sendiri adalah 

kewajiban yang melekat pada setiap individu atau pelaku usaha untuk memenuhi hak dan 

ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, penggunaan dompet elektronik masih sering 

memunculkan permasalahan kompleks, seperti kasus hilangnya dana konsumen secara 

tiba-tiba yang belum mendapatkan penyelesaian. Salah satu penyebabnya adalah belum 

adanya regulasi yang tegas mengenai tanggung jawab perusahaan penyedia sistem 

elektronik. 

Perlindungan hukum bagi konsumen atas kebocoran dana milik konsumen pada 

aplikasi DANA 

Aplikasi DANA yang menjadi favorit di Masyarakat karena memeberikan banyak 

kemudahan untuk mengakses semua layanan-layanan yang ada pada aplikasi tersebut, 

Uang elektronik ini memiliki fungsi yang serupa dengan uang tunai fisik, sehingga 

penggunaannya harus diatur secara hukum guna menjamin perlindungan dan hak 

pengguna ataupun pelaku usaha. Dalam praktiknya, kerap muncul keluhan terkait 

kebocoran data pengguna yang menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna layanan. 

Kerugian tersebut biasanya terjadi karena adanya kebocoran data, kebocoran data adalah 

insiden di mana terdapat ancaman terhadap sistem elektronik, di mana data tersebut bisa 

diakses atau digunakan oleh pihak yang tidak sah, atau bahkan disusupi oleh seorang 

oknum.  

Upaya (preventif) pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dibuatlah 

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang tujuannya ada 

pada pasal 3 yang menjelaskan bahwa ada 6 tujuan Perlindungan Konsumen, yaitu:  

1. Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemandirian konsumen dalam 

melindungi diri mereka sendiri. 

2. Menjaga kehormatan dan martabat konsumen dengan cara melindungi mereka dari 

dampak negatif yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa. 

3. Membangun sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum, 

transparansi informasi, serta kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan. 

Pada aplikasi DANA sendiri memberikan pernyataan jika terjadi peretasan oleh 

seseorang yang tidak bertanggung jawab, DANA dapat mengembalikan saldo sesuai 

dengan nominal yang hilang, diperlukan juga tindakan represif terhadap pelaku yang 

merugikan pengguna agar memberikan efek jera. Seperti yang dijelaskan pada pasal 19 ayat 

1 yang menjelaskan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Desiyani sebagai pengguna aplikasi 

E-Wallet yang mengalami kerugian sebaiknya tidak takut untuk menuntut keadilan, 
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Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu menggugat sebagaimana yang diatur dalam 

pasal 23 yang berisi “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan 

dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan 

penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat 

kedudukan konsumen.” 

Simpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi khususnya PT. Espay Debit Indonesia 

Koe bertanggung jawab atas kebocoran dana konsumen apabila terbukti melakukan 

kelalaian, sesuai dengan Pasal 1366 KUH Perdata.Penyelenggara Fintech dianggap sebagai 

pengendali data pribadi dan wajib menjaga kerahasiaan data sesuai Pasal 36 UU PDP 

.Konsumen yang mengalami kerugian berhak menuntut ganti rugi. Pemerintah melalui 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 untuk 

memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.Peraturan ini bertujuan 

untuk memberdayakan konsumen, mendorong akuntabilitas dari pelaku usaha jasa 

keuangan, dan melindungi hak-hak konsumen .Lebih lanjut , berdasarkan Pasal 26 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE), penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik memerlukan persetujuan 

tegas dari pemilik data. Studi saat ini menyebutkan risiko kebocoran data dan peretasan 

meskipun DANA mengklaim keamanannya tinggiPenelitian di masa mendatang dapat 

mendalami analisis teknis protokol dan fitur keamanan yang digunakan oleh aplikasi 

dompet elektronik seperti DANA, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya 

dalam mencegah pelanggaran data dan akses tidak sah. Hal ini dapat mencakup 

pemeriksaan metode enkripsi, autentikasi multifaktor, dan sistem deteksi penipuan. 
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